
GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

NOMOR 43; TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2019 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 

Menimbang 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor 26 

Tahun 2019, telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020; 

b. bahwa sehubungan adanya perubahan/penyesuaian 

beberapa program pembangunan di Lingkungan 

Pemelintah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu 

dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020; 

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 355 ayat (1) 

Peraturan Menteli Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Peren.canaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

ditetapkan dengan Peraturan Gubemur; 



Mengingat 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 

atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2020; 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undan.g-Un.dang Nomor 25 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

70, Tainbahan Lembai-an Negara Republik Indonesia 

Nomor 1814); 

3. Undang-Undai1g Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Unda.ng Nomor 25 Ta.bun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerinta.ha.n Daerah (Lembaran Negara Repu blik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa ka.li diubah, terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daera.h (Lembaran Negara Republik 

Indonesia. Ta.bun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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7. Peraturan Pemerintah Norrior 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia 

Nomor 481 7); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Penyelenggaraan 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

RepubUk Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Norn or 13 Tahun 2019 ten tang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Nege1i Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 0); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pem.bangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

20J8 Nomor 550); 

16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17); 

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 ten.tang Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelal<sanaan 

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2009 Nomor 5 Seri E); 



Menetapkan 
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18. Peraturan Daerah Nomor · 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3); 

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Sumatera Setatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1); 

20. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2018 Nomor 55); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERJNTAH DAERAH PROVINS! 

SUMATERA SELATAN TAHUN 2020. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 26 

Tahun 2019 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 (Serita Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 26), diubah 

sebagai berikut: 

l. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 2 

Naskah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, disusun 

dengan sistematika sebagai berikut: 
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a. BAB I : PENDAHULUAN 

b. BAB II : EVALUASl HASIL TRlWULAN II 

PELAKSANAAN RKPD PROVINS! 

SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 

c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 

KEUANGAN DAERAH 

d. BAB IV : SASARAN DAN PR!ORITAS 

PEMBANGUNAN DAERAH 

e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

DAERAH 

f .  BAB VI : PENUTUP 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 3 

lsi beserta uraian naskah Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Gubemur ini. 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal4 

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan 

program/ kegiatan berdasarkan 

masing dengan mempedomani 

Pemerintah Daerah (RKPD) ini. 

urusan masing

Rencana Kerja 

(2) Kepala Perangkat Daerah melalrukan 

penyesuaian/reviu terhadap Rencana Ke1ja Perangkat 

Daerah masing-masing berdasarkan program/ 

kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat dalam 

Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2020. 

. -- ·····-·----· -·- - ·  ·- - •. .. 



BERlTA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 46

S8J<RETARISDAERAH

01-1PROV~LA1'ANf

H. NASRUN UMAR

Diundangkan di Palembang,
pada tanggal li September 2020

/. H. HERMAN DERU

Ditetapkan di Palembang,
pada tanggal 1. Sept .. bal.· 2020

~. GUBERNUR SUMATERA SE ATAN,f

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Selatan.

denganiniGubeJ11UrPeraturanpengundangan
Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan

Peraturan Gubernur ini mulai berJaku pada tanggal

diundangkan.

Pasal II
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto. 
 

H. HERMAN DERU 

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSISUMATERA SELATAN 

 
dto. 

 
H. NASRUN UMAR 

 


